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Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”

TEMA : Mempercepat Pembukaan Jutaan Lapangan Kerja di Indonesia
Pemateri : 1. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
2. Prof. Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D (Plt Deputi II Bidang
Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden)
3. Dr. Arief Budiman (Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi - DPN

APINDO)
Moderator : Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian
Institute
Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,

seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Diskusi diawali dengan pemaparan Putu. Putu membahas strategi percepatan penciptaan jutaan lapangan kerja di
Indonesia dalam konteks agenda pemerintah dan kolaborasi dengan dunia usaha. Pertemuan Presiden dengan
APINDO menegaskan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated” untuk mendorong sektor riil seperti industri
tekstil, perikanan, perkebunan rakyat, serta penguatan UMKM. Pemerintah juga meluncurkan Paket Ekonomi 2025
dan berbagai program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak,
modernisasi kapal, dan replanting perkebunan rakyat yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja. Namun,
materi ini juga mengingatkan potensi unintended consequences dan pentingnya evaluasi berbasis data
ketenagakerjaan seperti TPAK dan EPR agar penciptaan kerja tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas
dan keberlanjutan.

Lebih jauh, presentasi menekankan perlunya mendorong penciptaan pekerjaan berbasis modal manusia tinggi melalui
investasi pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Dengan merujuk pada teori modal manusia dan pertumbuhan endogen,
ditegaskan bahwa reformasi kurikulum STEM, penguatan link and match industri—perguruan tinggi, insentif
pelatihan digital dan Al, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dukungan riset dan pengembangan menjadi
kunci transformasi ekonomi. Dengan demikian, kebijakan publik diharapkan tidak hanya memperluas kesempatan
kerja, tetapi juga mendorong perubahan struktural menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih produktif dan
berdaya saing.

Berikutnya, Dr. Arief menyampaikan pandangan dari sisi UMKM dan koperasi. APINDO selama ini dikenal fokus
pada isu ketenagakerjaan dan industri, dengan misi utama menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. UMKM
disebut menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia, sementara data
BPS mencatat masih terdapat sekitar 7,5 juta pengangguran. Di tengah berbagai paket ekonomi pemerintah untuk
mendorong penciptaan kerja, angka pengangguran dan PHK masih terjadi, sehingga APINDO didorong untuk
berperan lebih besar menciptakan lapangan kerja riil di sektor UMKM. Namun, tantangannya kompleks: terjadi
mismatch talenta, daya saing tenaga kerja belum optimal, tuntutan kenaikan upah meningkat, serta produktivitas
dapat menurun ketika kebutuhan hidup telah terpenuhi. Secara kelembagaan, masuknya Kementerian UMKM ke
dalam Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, bukan rumpun ekonomi, menimbulkan kekhawatiran pendekatan
kebijakannya lebih bernuansa bantuan atau hibah daripada penguatan ekosistem bisnis. UMKM juga didorong
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menjadi badan usaha formal, padahal terdapat perubahan KBLI yang mengharuskan penyesuaian legal melalui
notaris dan biaya tambahan. Ditambah lagi, persoalan perizinan lahan, kepatuhan halal dan SNI, keterbatasan talenta
di daerah, minimnya help desk, serta perubahan regulasi yang kerap terjadi memperberat iklim usaha. APINDO
menilai negara perlu hadir, misalnya melalui skema asuransi risiko seperti gagal panen, serta perbaikan koordinasi
antardaerah yang kerap terhambat ego sektoral. Tantangan besar ini dihadapkan pada target waktu yang sempit karena
Presiden menginginkan implementasi yang cepat.

Selanjutnya, Prof. Popy menjelaskan peran KSP dalam memastikan agenda penciptaan lapangan kerja berjalan
efektif. Sesuai tugas dan fungsi, KSP melakukan pengendalian, pengawalan, monitoring, dan evaluasi program
prioritas nasional, termasuk memastikan tidak ada hambatan seperti tumpang tindih regulasi atau kurangnya
penyelarasan antar kementerian teknis. Saat ini, Kementerian Investasi memprioritaskan hilirisasi lintas sektor
dengan target sekitar 600.000 lapangan kerja, sementara di sektor agrikultur telah direncanakan pengembangan lahan
hingga 200.000 hektar untuk mendukung swasembada pangan. KSP berperan menyelaraskan target melalui rapat
koordinasi serta memastikan kementerian bekerja cepat dan terintegrasi, tanpa benturan dengan pemerintah daerah
maupun masyarakat. Dalam konteks koperasi, fungsi yang didorong mencakup simpan pinjam, layanan kesehatan,
penyediaan produk pertanian, hingga distribusi produk BUMN. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan
melalui pemantauan capaian, progres, hambatan, serta laporan jumlah penerima manfaat dan dampaknya di
masyarakat. Meski ego sektoral antar kementerian tidak terhindarkan, KSP bertugas memastikan seluruh agenda
tetap selaras dengan visi pemerintahan, termasuk pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang
sedang dirancang.

FORUM DISKUSI

1. Pertanyaan: Untuk Pak Arief, seberapa signifikan UMKM dan koperasi ini membantu pertumbuhan ekonomi?

Kalau berbicara datam, UMKM banyak yang subsisten, modal susah, belum lagi daya beli masyarakat kita
menurun?
Jawaban: Untuk koperasi, sebetulnya idenya bagus. Namun, yang sama dengan konsep koperasi di era Orde
Baru, sumber daya manusianya tidak diperbaiki juga. Penting untuk mencari talent yang mengerti bisnis. Ini
belum berubah. Perlu ada peningkatan kapasitas. Kemudian perlu memastikan adanya persaingan usaha yang
sehat antara milik negara dan swasta. Contohnya, Alfamart dan Indomaret yang diwacanakan dilarang dan akan
digantikan oleh Koperasi.

2. Pertanyaan: Bagaimana semua pihak terlibat memastikan bahwa rencana penciptaan lapangan kerja ini

berdasarkan riset, uji coba, evaluasi bisa mewujudkan ekosistem kerja dan usaha yang ideal dan berkelanjutan.
Tidak hanya buka lapangan kerja saja kemudian selesai.
Jawaban: KSP perannya melakukan monitoring dan evaluasi program-program Kementerian. Yang dilakukan
adalah rapat koordinasi, karena tidak mungkin dilakukan bersama satu Kementerian saja. Sehingga semua pihak
mendapatkan informasi akurat dan mempersiapkan kesiapan semua lembaga. Kemudian memastikan juga apakah
sudah terpenuhi berdasarkan rencana jangka panjang dan menengah.

3. Pertanyaan: Untuk Prof. Popy, untuk rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana rencana dan
antisipasi pemerintah untuk memastikan prosesnya akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan Koperasi
Desa Merah Putih agar matching talentanya?

Jawaban: Sesuai ketentuan yang berlaku. Ada project management officer di level provinsi yang membantu
jalannya koperasi di daerah-daerah. Ada business advisor yang membantu jalannya dan mengawal 10 koperasi.

4. Pertanyaan: Untuk Pak Arief, terkait upaya pembukaan lapangan kerja yang merupakan salah satu prioritas
kebijakan pemerintah, menurut Pak Arief, apa saja konsern dan kebutuhan strategis APINDO untuk dapat ikut
berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil perekonomian dan
kebijakan terkait, serta dinamika politik di Indonesia?
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Jawaban: Selama iklim berusaha itu baik, tentu para pengusaha anggotanya akan memperluas usaha dan
menyerap lebih banyak tenaga kerja. Saat ini yang menjadi tantangan kita adalah situasi geopolitik. Perlu
diperhatikan juga minat tenaga kerja muda yang saat ini lebih marak ke digital technology, sedangkan pemerintah
mau lebih banyak di sektor riil.

5. Pertanyaan: Bu Popy, bagaimana memastikan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar menyejahterakan
masyarakat?
Jawaban: Koperasi menjadi salah satu tempat distribusi sumber daya sehingga bisa lebih luas dinikmati
masyarakat. Contohnya, jagung bisa dijual dan mencapai lebih banyak orang di seluruh daerah.

6. Pertanyaan: Bagaimana hubungan Koperasi dengan supply bahan baku MBG?
Jawaban: Harapannya koperasi bisa menjadi mitra utama untuk SPPG di semua daerah.

7. Pertanyaan: Apa masukan APINDO supaya ada persaingan antara UMKM dan Koperasi sebagai menyupply
bahan MBG?
Jawaban: Ini lebih personal ke pengusaha masing-masing apakah berminat bermitra dengan MBG atau tidak.
MBG dari awal dikatakan distandardisasi, ini seharusnya dipenuhi oleh industri. Tidak banyak dilakukan
pemasokan bahan makanan dari penyedia pangan lokal. Sehingga di tahapan awal menjadi preferensi untuk SPPG
merefer mitra-mitra terdekat saja.

Catatan :

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di
http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi
dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.

~TERIMA KASIH ~
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